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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. 
Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Kemangkon, 27 Februari 2026
CAMAT KEMANGKON

DEDHY KURNIAWAN KI, S.STP, M.Si
NIP. 19780712 199703 1 002







IKHTISAR EKSEKUTIF

	Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.
Penyusunan Laporan Kinerja Pyang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Kemangkon tahun 2021-2025. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Kemangkon dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar 1.485.275.000,- dengan realisasi sebesar 1.409.753.397,- atau mencapai 94,91 % Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dari indikator sasaran Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kemangkon dengan indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 adalah 93,15 dari Target IKM sebesar 98,8.
Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemangkon telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Untuk  mencapai    Akuntabilitas    Instansi    Pemerintah    yang baik, Kecamatan Kemangkon selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan  tujuan  dan  sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.
 Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan  dengan  hal tersebut Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Gambaran Umum Kecamatan Kemangkon
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Kondisi Geografis Wilayah 
Kecamatan Kemangkon terletak di bagian selatan Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 8 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 157,78 m dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum ± 31,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius. 
Kecamatan Kemangkon terdiri dari  19 Desa, 62 Dusun, 129 RW dan 347 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:
· Utara	:	Kecamatan Purbalingga
· Selatan	:	Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas
· Timur	:	Kecamatan Bukateja
· Barat	:	Kecamatan Kalimanah dan Kabupaten Banyumas
Kecamatan Kemangkon memiliki luas 405,600 Ha yang terdiri dari lahan kering 809,01 HA dan  lahan sawah 2.319,7 HA. Adapun perincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Kemangkon adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT
	NO
	DESA
	LUAS
KM2
	JUMLAH

	
	
	
	DUSUN
	RW
	RT

	1
	Kedungbenda
	3,67
	5
	12
	34

	2
	Bokol
	1,26
	2
	4
	11

	3
	Pelumutan
	2,12
	3
	7
	21

	4
	Majatengah
	2,72
	4
	8
	22

	5
	Kedunglegok
	2,23
	3
	8
	18

	6
	Kemangkon
	2,49
	3
	6
	20

	7
	Panican
	2,57
	5
	8
	24

	8
	Bakulan
	1,33
	3
	6
	14

	9
	Karangkemiri
	1,74
	3
	6
	13

	10
	Pegandekan
	2,03
	3
	7
	19

	11
	Senon 
	3,04
	4
	7
	22

	12
	Sumilir 
	2,10
	3
	3
	9

	13
	Kalialang
	1,90
	2
	4
	11

	14
	Karangtengah
	1,83
	5
	10
	22

	15
	Muntang
	1,45
	2
	4
	13

	16
	Gambarsari
	1,39
	2
	4
	10

	17
	Toyareka
	2,89
	4
	11
	29

	18
	Jetis
	1,72
	3
	6
	17

	19
	Majasem
	2,08
	3
	8
	18

	
	JUMLAH
	40,56
	62
	129
	347


Sumber	: BPS, Kecamatan Kemangkon 2025


Gambar 1.1
Peta Wilayah Kecamatan Kemangkon
[image: ]

2. Kondisi Demografi
Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah penduduk Kecamatan Kemangkon tercatat sebanyak 67.101 orang, terdiri dari laki-laki 33.802 jiwa (50.37%) dan perempuan 33.299 jiwa (49,63%), yang tersebar di 19 (sembilan belas) Desa dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kemangkon
	No
	Desa
	Pria
	Wanita
	Jumlah Total

	
	
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%
	Jumlah
	%

	1
	Kedungbenda
	2.710
	50,98
	2.606
	49,02
	5.316
	100

	2
	Bokol
	1.229
	51,44
	1.160
	48,56
	2.389
	100

	3
	Pelumutan
	1.929
	49,96
	1.932
	50,04
	3.861
	100

	4
	Majatengah
	2.005
	49,20
	2.071
	50,80
	4.076
	100

	5
	Kedunglegok
	1.912
	51,37
	1.810
	48,63
	3.722
	100

	6
	Kemangkon
	2.306
	49,72
	2.332
	50,28
	4.638
	100

	7
	Panican
	2.759
	50,24
	2.732
	49,76
	5.491
	100

	8
	Bakulan
	1.117
	49,73
	1.129
	50,27
	2.246
	100

	9
	Karangkemiri
	1.170
	50,19
	1.161
	49,81
	2.331
	100

	10
	Pegandekan
	1.579
	51,05
	1.514
	48,95
	3.093
	100

	11
	Senon
	2.676
	50,46
	2.627
	49,54
	5.303
	100

	12
	Sumilir
	950
	48,64
	1.003
	51,36
	1.953
	100

	13
	Kalialang
	783
	49,80
	789
	50,20
	1.572
	100

	14
	Karangtengah
	1.641
	50,41
	1.614
	49,58
	3.255
	100

	15
	Muntang
	997
	50,60
	973
	49,40
	1.970
	100

	16
	Gambarsari
	926
	49,62
	940
	50,38
	1.866
	100

	17
	Toyareka
	3.132
	50,30
	3.095
	49,70
	6.227
	100

	18
	Jetis
	1.888
	50,32
	1.864
	49,68
	3.752
	100

	19
	Majasem
	2.093
	51,80
	1.947
	48,20
	4.040
	100

	
	Jumlah
	33.802
	50,37
	33.299
	49,63
	67.101
	


Sumber	: BPS, Kecamatan Kemangkon  2025
Dari tabel diatas, Desa Toyareka adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 6227 jiwa (9.28%) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Kalialang yang memiliki jumlah penduduk 1572 jiwa (2.34%).

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Kecamatan merupakan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di tingkat Kecamatan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kecamatan membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

Gambar 1. 2
Struktur Organisasi Kecamatan Kemangkon
[image: ]
Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
D. Kepegawaian
Pada akhir tahun 2025 Kecamatan Kemangkon memiliki pegawai sebanyak 12 orang yang terdari dari 8 ASN dan 4 orang P3K Paruh Waktu. Keberadaan 12 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :
Tabel 1. 3
Komposisi Pegawai Kecamatan Kemangkon
	No.
	Uraian
	Jumlah
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Jenis Kelamin
	L
	9
	75

	
	
	P
	3
	25

	 
	JUMLAH
	12
	100

	2
	Pendidikan 
	SLTP
	0
	0

	
	
	SLTA
	5
	45,45

	
	
	Diploma
	0
	0

	
	
	S-1
	5
	36,36

	
	
	S-2
	2
	18,19

	
	JUMLAH
	11
	100

	3
	Pangkat/Golongan Ruang
	P3K Parwak
	4
	33,33

	
	
	II
	0
	0

	
	
	III
	6
	50

	
	
	IV
	2
	16,67

	 
	JUMALAH
	12
	100



E. Isu Strategis Perangkat Daerah
Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Kemangkon periode 2026-2029 sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan publik yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum tertibnya pengelolaan aset Desa;
7. Masih ada Desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
8. Masih ada kejadian di Masyarakat yang belum dilaporkan ke Kecamatan;
9. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;
10. Belum akuratnya data potensi seluruh Desa.
11. Belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga yang ada yang di Desa.
Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Kemangkon periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :
1. Efisiensi penggunaan anggaran;
2. Peningkatan pelayanan publik;

F. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

G. Sistematika Laporan Kinerja
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah :
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c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA
 
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029. Penetapan Jangka  waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.
Penyusunan Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode  1  (satu)  tahun.  Didalam  Renja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:
“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
Rincian 4 Misi "BARU":
1. Bangkitkan Ekonomi Rakyat:
. Pengembangan UMKM dan inovasi di sektor pertanian melalui program inkubator dan akselerator wirausaha baru.
. Dukungan startup dan UMKM dengan pusat kreatif di setiap kecamatan dan hibah pendanaan.
. Penguatan produk unggulan dan forum bisnis.
· Akselerasi Pembangunan Infrastruktur:
. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan kemitraan publik-swasta.
. Target 90% jalan kabupaten mantap untuk meningkatkan konektivitas ekonomi.
. Penyediaan 1 mobil operasional untuk setiap desa.
· Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik:
. Digitalisasi pelayanan publik untuk efisiensi dan transparansi.
. Birokrasi yang inovatif dan prima.
· Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):
. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
. Program beasiswa untuk 1.000 pelajar (vokasi) dan renovasi sekolah.
. Bupati Award untuk 100 guru kreatif.
. Layanan kesehatan gratis 24 jam di RSUD dan puskesmas, serta program dana bergulir untuk RT. 

Perumusan  tujuan  dan sasaran  Kecamatan Kemangkon mengacu pada Misi ke-3 yaitu :
Misi ketiga yaitu ”Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”, dengan tujuan ”Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.
Tujuan :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 05 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator
	Satuan
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	

	1
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
	

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

	Indeks
	
98,8

	
	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
	Indeks
	
98,8

	2
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan
	
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Nilai
	34

	
	
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
	Nilai Sakip Kecamatan
	Nilai
	66



Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 000.8/110  tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Camat Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
 setelah perubahan
	No
	Tujuan
	Sasaran
	Indikator
	Satuan
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	

	1
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	
Angka

	
98,8

	
	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Angka


	
98,8

	
	
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
	
Nilai SAKIP Kecamatan 
	Angka


	
66,86



Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tahun 2025


















BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

UPAYA TINDAK LANJUT ATAS STRATEGI PENINGKATAN KINERJA 
Upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kemangkon dalam rangka peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan staff meeting secara rutin.
2. Melengkapi buku-buku administrasi
3. Meningkatkan SDM Kecamatan Kemangkon dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan
4. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia
(Upaya ini untuk menjawab strategi peningkatan kinerja yg ada di BAB 4 Laporan Kinerja tahun 2025)
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel 3.1
 Skala Nilai Peringkat Kinerja
	No
	Interval Nilai Realisasi Kinerja
	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

	1
	91% < 100%
	Sangat Tinggi

	2
	76% < 90%
	Tinggi

	3
	66% < 75%
	Sedang

	4
	51% < 65%
	Rendah

	5
	< 50%
	Sangat Rendah


Sumber : Inspektorat Kabupaten Purbalingga
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemangkon.
Tabel 3.2
CAPAIAN KINERJA UTAMA

	No
	Tujuan Strategis
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
	

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

	Indeks 
	98,8

	
	
	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
	Indeks

	98,8

	2
	Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan
	
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Nilai
	34

	
	
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
	Nilai Sakip Kecamatan
	Nilai
	66



Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tersebut adalah sebagai berikut:
TUJUAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
SASARAN 1
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”  mendapatkan nilai  98,01. Adapun  hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target 2025
	
Realisasi 2025
	Capaian 2025 (%)
	
Kategori 

	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Nilai
	98,8
	93,15
	94,28
	Sangat Tinggi 


Berdasarkan tabel diatas Kinerja Kecamatan Kemangkon, Target Kinerja Tahun 2025 yaitu 98,8 sedangkan realisasinya 93,15 dengan kategori Sangat Tinggi, hal ini membuktikan bahwa Kecamatan Kemangkon dengan kualitas SDM yang terbatas dan sarana prasarana yang minim bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Tabel 3.4
Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya 
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Realisasi 2021
	Realisasi 2022
	Realisasi 2023
	
Realisasi 2024
	Target 2025
	
Realisasi 2025
	Capaian 2025 (%)
	Target Akhir

	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Indeks
	N/A
	84,02
	97,67
	98,03
	98,8
	93,15
	94,28
	98,9



Berdasarkan tabel diatas Capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 masih menggunakan survey secara manual, sedangkan tahun 2024 menggunakan survey dengan aplikasi Alpukat Purbalingga. Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian IKM Kecamatan Kemangkon dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus meningkat, sementara tahun 2025 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Adapun Kuesioner yang disampaikan kepada pengguna layanan terdiri atas 9 unsur yaitu :
1. Persyaratan
2. System, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Nilai IKM dari hasil olah data kuesioner yang telah terkumpul dari responden pengguna layanan Kecamatan Kemangkon diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 3.5. 
Nilai IKM berdasarkan 9 unsur
	No.
	Unsur Pelayanan
	Jumlah Nilai/Unsur
	NRR/Unsur
	NRR Tertimbang/Unsur

	U1
	Persyaratan
	1228
	3,987
	0,439

	U2
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
	1221
	3,964
	0,436

	U3
	Waktu Penyelesaian
	1221
	3,964
	0,436

	U4
	Biaya/Tarif
	1230
	3,994
	0,439

	U5
	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
	1202
	3,903
	0,429

	U6
	Kompetensi Pelaksana
	1211
	3,932
	0,433

	U7
	Perilaku Pelaksana
	1200
	3,896
	0,429

	U8
	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	1199
	3,893
	0,428

	U9
	Sarana dan Prasarana
	1201
	3,899
	0,429


Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Pemerintah kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Kemangkon sebesar 97,45 berada pada kategori “SANGAT BAIK” Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh pemerintah Kecamatan Kemangkon yang ada sudah baik. Unsur Persyaratan dengan nilai rata-rata 3,987, Unsur sistem mekanisme dan prosedur dengan nilai rata-rata 3,984, Unsur waktu penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,984, unsur biaya/tariff dengan nilai rata-rata 3,994, unsur Produk spesifikasi jenis pelayanan dengan nilai rata-rata 3,932, unsur Kompetensi Pelaksana dengan nilai rata-rata 3,932, unsur perilaku pelaksana dengan nilai rata-rata 3,896, unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan nilai rata-rata 3,893, unsur sarana dan prasarana dengan nilai rata-rata 3,899. Meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan, perilaku pelaksana dan produk spesifikasi jenis pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kinerja pegawai dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. Dari survei yang kami dapatkan ada beberapa responden yang mengeluhkan mengenai jumlah pegawai yang ada dibagian frontline kurang memadai dikarenakan ketika diwaktu tertentu ada banyak pengunjung yang sedang mengurus kepentingannya dikantor tersebut dan diwaktu yang bersamaan ada salah satu pegawai bagian frontline yang sedang sibuk mengurus kepentingan yang harus keluar masuk ruang pelayanan, dan dengan keadaan tersebut terkadang dikeluhkan oleh masyarakat. Kompetensi atau kemampuan pegawai yang ada di kantor kecamatan tersebut juga harus ditingkatkan. Serta kedisiplinan waktu kerja pegawai frontline juga harus ditingkatkan.

A. Analisis Penyebab Keberhasilan Tahun 2025 
Realisasi IKM kemangkon berdasarkan Laporan SKM Kabupaten adalah 93,15 dan hasil tidak sesuai target karena keterlambatan dalam pembuatan laporan SKM pada semester satu sehingga tidak terekap pada laporan SKM Kabupaten
Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Kemangkon yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.
Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Kemangkon dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
1) Kendala/Hambatan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah : 
a. Kurangnya pemahaman para pelaksana pelayanan tentang pelayanan prima.
b. Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.
c. Terbatasnya  sarana prasarana pelayanan (komputer/laptop ). 
d. Belum tersedianya blanko KTP sehingga menghambat proses pelayanan yang cepat.
2) Solusi
Adapun Solusi yang ditempuh untuk mengatasi masalah dan kendala tersebut adalah ; 
a) Meningkatkan komitmen dan kedisiplinan semua pelaksana pelayanan dengan mengacu maklumat / slogan pelayanan yang telah ditetapkan. 
b) Komitmen dari Pemkab Purbalingga terhadap kualitas pelayanan publik hendaknya disertai dengan anggaran yang mencukupi dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kantor.
c) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan saranan dan prasarana yang ada. 
d) Dianjurkan untuk menggunakan KTP Digital dan berkoordinasi dengan Dinas terkait jika ada masyarakat yang membutuhkan KTP untuk langsung mencetak di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

B. Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja adalah sebagai berikut :
1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 
2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
3)	Program Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 
4)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tujuan 2
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
Tujuan Kecamatan Kemangkon kedua yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan dengan Indikator Tujuan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kemangkon “Nilai Kematangan Perangkat Daerah”. Nilai kematangan perangkat daerah merupakan hasil dari penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD). Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.
Nilai kematangan perangkat daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
[bookmark: _Toc190074206]Tabel 3.6
Skor Dan Predikat Tingkat Kematangan Perangkat Daerah
	No
	Skor
	Kategori

	1
	10 – 19
	Sangat rendah

	2
	19,1 – 28
	Rendah

	3
	28,1 – 37
	Sedang

	4
	37,1 – 546
	Tinggi

	5
	46,1 – 55
	Sangat tinggi



a. Perbandingan Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Tahun 2025
Target Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja adalah 34, dan realisasi indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon tahun 2025 adalah 39 kategori TINGGI dengan capaian indikator 114,70%. Hasil penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 terlihat pada tabel di bawah ini:
[bookmark: _Toc190074207]Tabel 3.7
Capaian Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Kemangkon Tahun 2025
	Tujuan
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Tahun 2025

	
	
	
	Target
	Realisasi
	Capaian
kinerja

	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Angka
	34
	39
	114,70%



b. Perbandingan Antara Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Serta Capaian KOD Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir
Berikut realisasi capaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon 5 tahun terakhir (2021 s.d 2025) :
[bookmark: _Toc190074208]Tabel 3.8
 Realisasi Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Kecamatan Kemangkon 
5 Tahun Terakhir
	Tujuan
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Realisasi
	Tahun 2025

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	Target
	Realisasi
	Capaian
Kinerja

	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah
	Angka
	NA
	33
	33
	33
	34
	39
	
114,70



Realisasi KOD Kecamatan Kemangkon tahun 2023 adalah 33 dengan kategori SEDANG, pada tahun 2024 tetap menjadi 33 dengan kategori SEDANG dan pada tahun 2025 dengan target 34 terealisasi 39 dengan capaian 114,70%


[bookmark: _Toc190074209]Tabel III 4 Skor Penilaian dan Kategori Kematangan Perangkat Daerah
	VARIABEL
	INDIKATOR
	SKOR

	I. 
	Perencanaan Pembangunan Daerah
	5

	II. 
	Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
	5

	III. 
	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
	3

	IV. 
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
	2

	V. 
	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur
	1

	VI. 
	Analisis Kebijakan Dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah
	5

	VII. 
	Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
	4

	VIII. 
	Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
	4

	IX. 
	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Dan Aparatur
	5

	X. 
	Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah
	2

	XI. 
	Budaya Organisasi Perangkat Daerah
	3

	
	JUMLAH
	39

	
	KATEGORI
	TINGGI



Dari tabel diatas terlihat bahwa skor tertinggi KOD Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 adalah pada variabel Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Analisis Kebijakan dan Pemecahan masalah Tugas Perangkat Daerah dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur dengan skor 5, dan skor terendah adalah pada variabel Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dengan skor 1.
1) Faktor Penunjang Keberhasilan Kinerja 
Faktor penunjang keberhasilan pencapaian KOD Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 antara lain:
a) Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik.
b) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses analisis kebijakan dan pemecahan masalah.
c) Ketersediaan anggaran, regulasi, dan dukungan teknis dari pemerintah pusat dan daerah.
d) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan Kemangkon.

2) Hambatan Pencapaian Kinerja
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya adalah :
a) Tidak ada definisi resmi proses pelaksanaan pekerjaan pada perangkat daerah seperti pengguna.
b) Belum ada manajemen resiko dalam pelaksanaan  tugas pada Kecamatan Kemangkon.
c) Belum ada rencana pengembangan produk yang akan dilakukan secara sistematis.
d) Pengembangan produk masih dilakukan dengan mengadopsi inovasi yang dikembangkan oleh daerah lain (replikasi inovasi).
e) Inovasi belum dilaksanakan secara konsisten.
f) Belum ada budaya organisasi pada Kecamatan Kemangkon.

3) Upaya dan Strategi Pencapaian Kinerja
Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Kecamatan Kemangkon untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya:
a) Menuangkan definisi proses organisasi dalam SOP dan melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan / keluhan penerima layanan serta didukung oleh teknologi berbasis internet.
b) Menetapkan prosedur pengelolaan resiko dalam pelaksanaan tugas serta semua resiko dapat dikendalikan tanpa ada kerugian baik bagi pegawai maupun instansi.
c) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
d) Mengembangkan inovasi sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi, bukan dari hasil adopsi daerah lain.
e) Menyusun program pengkajian dan inovasi secara terencana dan berkelanjutan.
f) Membuat slogan-slogan yang menggambarkan nilai organisasi sebagai budaya organisasi dan agar tercermin dalam sikap dan perilaku pegawai.

4).  Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6) Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
Sistem  Akuntabilitas Kinerja merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

a. Perbandingan Target Nilai SAKIP dengan Realisasi Tahun 2025
Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut ini :
[bookmark: _Toc160047375][bookmark: _Toc160116823][bookmark: _Toc161221986][bookmark: _Toc190074210]Tabel 3.9
 Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2025
	SASARAN
STRATEGIS
	INDIKATOR
KINERJA
	SATUAN
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN

	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
	Nilai SAKIP Kecamatan
	Angka
	66

	66,86
	100 %


Hasil atas Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 mendapatkan nilai 66,86 dengan kategori “B” atau Baik. Capaian nilai ini telah menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, namun demikian masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki untuk lebih meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Rincian nilai setiap komponen sebagai berikut :
[bookmark: _Toc160047377][bookmark: _Toc160116825][bookmark: _Toc161221988][bookmark: _Toc190074211]Tabel 3.10
 Hasil Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025
	No
	Komponen
	Bobot Komponen
	Bobot Sub Komponen
	Total Nilai 

	
	
	
	Keberadaan (20%) 
	Kualitas (30%) 
	Pemanfaatan (50%) 
	

	1
	Perencanaan Kinerja
	30,00
	4,20
	6,30
	10,50
	21,00

	2
	Pengukuran Kinerja
	30,00
	4,20
	5,40
	9,00
	18,60

	3
	Pelaporan Kinerja
	15,00
	2,10
	3,15
	4,50
	9,75

	4
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
	25,00
	3,50
	5,25
	8,75
	17,50

	Nilai Akuntabilitas Kinerja
	100,00
	14,00
	20,10
	32,75
	66,86


Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. 
C. Perbandingan antara Realisasi SAKIP serta Capaian SAKIP Tahun 2025 dengan 5 Tahun Terakhir dan target akhir Renstra


[bookmark: _Toc160047376][bookmark: _Toc160116824][bookmark: _Toc161221987][bookmark: _Toc190074212]Tabel 3.11
Capaian Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon Tahun 2025
 5 Tahun Terakhir
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target akhir renstra
	Realisasi
	Tahun 2025

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	Target
	Realisasi
	Capaian
Kinerja

	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan
	Nilai SAKIP Kecamatan
	Angka
	
68
	NA
	57,16
	62,61
	65,21
	66,86
	66,86
	100



Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon tahun 2025 meningkat dari tahun 2024, yaitu pada tahun 2024 adalah 65,21 pada tahun 2025 adalah 66,86 dengan kenaikan sebesar 2,46%.
Pada tahun 2025 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon dengan target nilai 66,86 terealisasi dengan nilai 66,86 atau tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan dan berada pada kategori Baik. Ketidakberhasilan pencapaian target 100% pada monitoring dan evaluasi di tahun 2025 ini disebabkan masih ada beberapa catatan dan rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kabupaten Purbalingga mengenai kualitas dokumen data dukung yang dimiliki oleh Kecamatan Kemangkon berdasarkan instrumen komponen besar manajemen kinerja yang menjadi dasar penilaian.
Adapun permasalahan yang ditemukan dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja
Pada Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kemangkon dijumpai beberapa hal sebagai berikut:
1. Dokumen Ranwal Renja 2026 telah disusun, namun data belum konsisten;
2. Belum seluruh dokumen perencanaan kinerja di formalkan.
3. Beberapa dokumen perencanaan belum diunggah di website Kecamatan Kemangkon https://kecamatanKemangkon.purbalinggakab.go.id/, maupun di https://esr.menpan.go.id/ 
	Website Kecamatan
a. Pohon Kinerja
b. RKA Tahun 2025
c. DPA tahun 2025
d. Rencana Aksi Tahun 2025
e. RKT tahun 2025 dan 2026
f. Ranwal renja Tahun 2026
https://esr.menpan.go.id/ 
 RKA tahun 2025
4. Dokumen yang disusun belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, di mana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan.
Ketidakselarasan antar Dokumen perencanaan antara lain yaitu:
1) Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA;
2) Seluruh target Kinerja pada Renja 2025 berbeda dengan target Kinerja pada Perjanjian Kinerja;
3) Terdapat sub kegiatan yang tidak tercantum pada cascading namun terdapat pada perjanjian kinerja contohnya Fasilitasi kunjungan tamu.
5. Cascading belum selaras dengan IKU, dimana pada cascading terdapat    1 tujuan dengan 2 sasaran pada IKU setiap satu tujuan dengan                   1  sasaran,;
6. Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya.
2. Pengukuran Kinerja
Pada Penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja pada Kecamatan Kemangkon dijumpai beberapa hal sebagai berikut:
1. Rapat-rapat/Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja tnwulanan, dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil monitoring evaluasi capaian kinerja triwulan belum dipantau dan didokumentasikan dengan memadai, sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas belum terpantau efektifitas tindaklanjutnya ;
2. Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun terdapat ketidakkkonsistenan target Kinerja Triwulanan, dimana beberapa target indikator kinerja Program/Kegiatan pada rencana aksi berbeda dengan target indikator kinerja Program/Kegiatan pada PKPK;
3. Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) dan Pengukuran pencapaian Sasaran (PPS)  belum diunggah pada website Kecamatan Kemangkon
4. Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai target kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja:
target Kinerja Tahun 2024 tidak tercapai yaitu Nilai Kematangan Perangkat Daerah dan Nilai SAKIP;
5. Belum dilakukan presensi secara elektronik (sebagaimana diamanatkan oleh perbup TPP) dan belum dilakukan evaluasi atas tidak adanya presensi pegawai;
6. pengukuran kinerja dan Presensi elektronik belum dijadikan pertimbangan sebagai reward ataupun punishment dalam pemberian TPP.
7. Aplikasi Pengukuran Kinerja yang tersedia pada                                          https://e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;
3. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
Pada Penilaian atas komponen Pelaporan Kinerja dijumpai beberapa hal sebagai berikut:
1. Pimpinan belum menjadikan informasi Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai perhatian utama. Tidak dilaksanakan diskusi dalam penyusunan Laporan Kinerja sehingga informasi yang disajikan tidak optimal dan Lalporan Kinerja hanya menjadi perhatian bagi ASN pada bagian tertentu, bukan seluruh ASN;
2. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan tidak terdapat inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Laporan Kinerja Belum menjelaskan secara mendalam faktor penyebab kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta belum menjelaskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang paling mengungkit kinerja.
4. Notulen sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi Laporan Kinerja tidak didokumentasikan secara memadai.
4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal. 
Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Kemangkon dijumpai beberapa hal sebagai berikut :
1. Rapat monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai atas upaya perbaikan kinerja, selain itu, rekomendasi-rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan Upaya tindak lanjutnya belum terdokumentasikan dan dimonitoring pelaksanaannya dengan baik
2. Sebagian rekomendasi dari LHE AKIP Tahun 2024 belum ditindaklanjuti;
3. SAKIP Belum menjadi perhatian pokok bagi seluruh pegawai Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
4. Masih terdapat rekomendasi berulang pada laporan hasil Evaluasi AKIP.
[bookmark: _Hlk141167728]
Berdasarkan evaluasi tersebut diatas, Camat Kemangkon agar direkomendasikan untuk melakukan perbaikan sebagai berikut:
1.	Komponen Perencanaan Kinerja
a. Segera menyusun Ranwal Renja Tahun 2026 sesuai ketentuan;
b. Memformalkan seluruh dokumen perencanaan;
c. Memastikan seluruh dokumen perencanaan terunggah pada website Kecamatan Kemangkon, dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat maupun pihak eksternal lainnya;
d. Memperbaiki/menyelaraskan dokumen-dokumen perencanaan Tahun 2025 dan Pada masa yang akan datang agar memperhatikan keselarasan antar dokumen dalam penyusunan dokumen perencanaan;
e. Pada masa yang akan datang cascading diselaraskan dengan IKU;
f. Memantau capaian kinerja secara berkala, sesuai dengan rencana aksi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan
2. Komponen Pengukuran Kinerja
1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja secara memadai agar dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian aktivitas yang mendukung ketercapaian kinerja, hasil rapat didokumentasikan dan dipantau tindaklanjutnya, Notulen Rapat paling tidak memuat pembahasan permasalahan, rekomendasi, rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi rapat, hal ini dilakukan berkesinambungan setiap triwulannya;
2. Melakukan Reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja agar indikator dan target kinerja diterapkan secara konsisten dalam mengukur kinerja organisasi terutama pada dokumen Rencana Aksi dan PKPK; 
3. Mengunggah hasil pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan (PKPK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)   pada website https://kecamatankemangkon.purbalinggakab.go.id
4. Menjadikan Pengukuran kinerja sebagai strategi mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktivitas pencapaian target kinerja agar target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai;
5. Memerintahkan dan memastikan seluruh pegawai melakukan presensi secara elektronik;
6. Menggunakan presensi pegawai dan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian TPP sebagai wujud reward and punishment; 
7. Mendukung penggunaan aplikasi pengukuran kinerja yang tersedia: https://e-sakip.purbalinggakab.go.id;

3. Komponen Pelaporan Kinerja
a. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 sebagai perhatian utama pimpinan, dan seluruh pegawai Kecamatan Kemangkon dengan melaksanakan rapat/diskusi dengan seluruh pegawai mengenai informasi-informasi yang dituangkan ke dalam LKjIP sehingga LKjIP tidak hanya menjadi tanggung jawab sebagian pegawai;
b. Menjadikan informasi LKjIP Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagai penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja pada tahun berikutnya;
c. Pada masa yang akan datang agar  menyajikan LKjIP secara memadai, yang menjelaskan mengenai faktor penyebab keberhasilan (jika target tercapai) dan kegagalan (jika target tidak tercapai) dalam pencapaian kinerja organisasi serta menjelaskan Kegiatan dan Sub Kegiatan apa yang paling mengungkit kinerja;
d. Rekomendasi Hasil rapat-rapat penyusunan LKjIP dan monitoring evaluasi capaian kinerja untuk didokumentasikan secara memadai.
4. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja lnternal
a. Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas Rapat Monitoring dan Evaluasi lnternal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP serta memperbaiki dan/atau meningkatkan capaian kinerja individu maupun organisasi;
b. Menindaklanjuti seluruh LHE AKIP kecamatan Kemangkon Tahun 2024;
c. Menjadikan SAKIP Sebagai perhatian pokok bagi pegawai Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dengan melakukan: 
1) Sosialisasi yang dibuktikan dengan notulensi kegiatan sosialisasi; 
2) Rapat evaluasi akuntabilitas kinerja setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulensi rapat dengan isi notulensi yang berkesinambungan dari triwulan ke triwulan.
d. Menyelesaikan rekomendasi pada Evaluasi AKIP tahun berjalan,              agar tidak menjadi temuan pada tahun berikutnya.

Analisis keberhasilan,
Target SAKIP tercapai karena dokumen yang diperlukan hampir semua tercukupi, rutin dilaksanakan monitoring rencana aksi sehingga ada evaluasi untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dan kendala kendala apa saja yang terjadi untuk dicari jalan penyelesaiannya.
Kendala/Hambatan
1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan internet lemot (sinyal lemah)

Solusi yang dilaksanakan
1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Kemangkon;
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

c. Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan SAKIP
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perubahan
Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten  Purbalingga  pada tahun 2025 setelah perubahan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.12
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Perubahan
	No.
	Tujuan Strategis
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Satuan 

	1.
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
	Angka 

	
	
	Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan
	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon
	Angka 

	
	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
	Nilai SAKIP Kecamatan Kemangkon
	Angka 



TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN 

Hasil evaluasi pada tujuan strategis ”Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2025 yaitu 93,15. Adapun perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target tahun 2025 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.13
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat 
terhadap pelayanan publik di Kecamatan 
Tahun 2025

	Indikator Kinerja
	Satuan
	Reali
sasi 2022
	Reali
sasi 2023
	Reali
sasi 2024
	Target 2025
	Reali
sasi 2025
	Capaian %
	Target Akhir

	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Angka
	NA
	90,25
	91,359
	98,8
	93,15
	94,28
	90



Analisis keberhasilan / kegagalan
Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena adanya peningkatan kualitas pelayanan sementara di tahun 2025 mengalami penurunan karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kemangkon terdapat beberapa hambatan antara lain :
1. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai (AC rusak, ruangan panas).
2. Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dan ketentuan dalam penerbitan dokumen kependudukan sehingga harus bolak balik dan menganggap pelayanan tidak mudah/bertele tele
3. Keterbatasan personil sehingga pelayanan kurang maksimal
4. Internet yang tidak stabil sehingga kadang pengguna layanan harus menunggu lama. 

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi yang dilakukan Kecamatan Kemangkon dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya :
1. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia supaya penerima layanan merasa puas.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Kemangkon tentang sistem dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan, sehingga memudahkan masyarakat dalam menerima layanan baik itu dokumen kependudukan maupun administrasi yang lain.
3. Memasang papan pengumuman yang berisi prosedur layanan kependudukan dan pengurusan dokumen lainnya.
4. Menghubungi petugas catatan sipil apabila ada pengurusan dokumen yang harus diterbitkan segera pada saat internetnya tidak stabil, langsung mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Faktor pendukung tercapainya IKU adalah :
1. Dukungan penuh dari pimpinan dalam memfasilitasi kebutuhan dan melakukan evaluasi secara berkala dengan mengadakan staff meeting.
2. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Bekerjasama secara tim.

Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU yaitu :
1. Program Penyelenggaraan  Pemerintahan  dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 
2.    Program  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan :
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 
3.  Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 
4.  Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan kegiatan
a.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN  

Hasil evaluasi pada sasaran strategis ”Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan” dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon pada tahun 2025 adalah 2,25 atau dari target yang ditetapkan yaitu 3,22 Sehingga Capaian sebesar 69,87% dengan kategori C Capaian indikator nilai IPP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :



Tabel 3.14
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025

	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target 2025
	Realisasi 
2025
	Capaian %

	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon
	Angka
	3,22
	2,25
	69,87



Tabel 3.15
Capaian Kinerja Tujuan 
Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
Tahun 2025

	Indikator Kinerja
	Satuan
	Reali
sasi 2022
	Reali
sasi 2023
	Reali
sasi 2024
	Target 2025
	Reali
sasi 2025
	Capaian %
	Target Akhir

	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon
	Angka
	NA
	NA
	NA
	3,22
	2,25
	69,87
	3,32.



Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kemangkon tahun 2025 mencapai 2,25 (Kategori B) dari taget yang ditetapkan sebesar 3,22 dengan capaian 69,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan namun belum memperoleh capain kinerja yang optimal karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
Capaian IPP ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator IPP adalah indikator yang baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama kecamatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Namun jika dibandingkan dengan nilai IPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang tercatat sebesar 3,72, maka nilai IPP Kecamatan Kemangkon sudah pada Kategori Sangat Baik.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dapat dirinci hasil penilaian IPP Kecamatan Kemangkon terhadap beberapa aspek sebagai berikut : 
Dari tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Kemangkon tahun 2025 mencapai 2,25 (Kategori C) dari taget yang ditetapkan sebesar 3,22 dengan capaian 69,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan di Kecamatan telah berjalan dengan baik dan  namun belum memperoleh capaian kinerja yang optimal karena belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
Capaian IPP ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena indikator IPP adalah indikator yang baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama kecamatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 – 2029. Namun jika dibandingkan dengan nilai IPP Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang tercatat sebesar 3,72, maka nilai IPP Kecamatan Kemangkon sudah pada Kategori Cukup.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan publik, dapat dirinci hasil penilaian IPP Kecamatan Kemangkon terhadap beberapa aspek sebagai berikut :
A. Kebijakan Pelayanan meliputi :
a. Standar Pelayanan
Dalam	rangka	mendukung	kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik, Kecamatan Kemangkon telah memiliki Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang memenuhi 14 komponen,   melibatkan         masyarakat		dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev serta telah dipublikasikan.
b. Maklumat pelayanan
c. Survei Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Kemangkon telah melaksanakan SKM secara berkala dan dipublikasikan kepada Masyarakat.
B. Profesionalisme :
Untuk mendukung kinerja pelayanan publik, profesionalisme SDM petugas layanan menjadi salah satu faktor yang cukup penting. Selanjutnya dalam rangka menjaga kualitas layanan, beberapa hal yang telah dilaksanakan Kecamatan Kemangkon untuk menjamin profesionalisme SDM  petugas layanan yaitu:
1. Kompetensi SDM dan penjadwalan petugas:
2. Adanya aturan Kode Etik dan Kode Perilaku:
3. Tersedia mekanisme motivasi kerja untuk menjaga dan meningkatkan semangat kerja petugas, seperti

pemberian penghargaan (reward) atau program kesejahteraan lainnya.
4. Penerapan nilai-nilai budaya pelayanan (seperti keramahan dan kesigapan) oleh seluruh petugas di unit layanan.
C. Sarana dan Prasarana :
Untuk sarana prasarana pendukung layanan yang sudah disediakan oleh Kecamatan Kemangkon antara lain tempat parkir, ruang tunggu, sarana toilet, sarpras untuk pengguna layanan kelompok rentan, sarana penungjang lainnya dan ruang front office.
D. Sistem Informasi Pelayanan Publik :
Standar Pelayanan Kecamatan Kemangkon telah terinput di Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasioal (SIPPN) dan tersedia sitem informasi pendukung operasional pelayanan seperti laporan aduan, SKM Online)
E. Konsultasi dan Pengaduan :
Untuk pengelolaan konsultasi dan pengaduan, Kecamatan Kemangkon telah menyediakan sarana dan prasarana pengaduan seperti ruang khusus konsultasi/pengaduan, terpublikasi SOP Pengaduan, dan petugas khusus penanganan pengaduan. Selain itu, untuk pengaduan online juga sudah tersedia aplikasi Lapor Masbup yang terintegrasi dengan admin OPD serta Lapor SPAN.

Adapun analisis faktor penyebab keberhasilan Indeks pelayanan publik Kecamatan Kemangkon  tahun 2025 pada kategori Sangat Baik antara lain :
1. Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala mendasari hasil penilaian SKM yang dilaksanakan setiap bulan, sehingga unsur-unsur pelayanan yang dianggap belum maksimal dapat diupayakan perbaikan/peningkatan kualitas layanan di periode bulan berikutnya.
2. Sinergitas dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja terkait dalam mengoptimalkan terpenuhinya Standar Pelayanan Kecamatan Kemangkon, antara lain dengan Dinpendukcapil Kabupaten.
3. Purbalingga	untuk layanan kependudukan, jajaran pemerintah desa, dan juga coordinator wilayah di Kecamatan Kemangkon.
4. Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pelayanan yang dibutuhkan.
5. Mengoptimalkan layanan pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan masih terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :
a. Sumber daya manusia aparatur Kecamatan Kemangkon yang terbatas.
b. Kompetensi SDM Aparatur yang perlu ditingkatkan.
c. Sarana dan prasarana pelayanan di Kecamatan yang masih belum optimal / belum memenuhi standar maksimal penyelenggaraan pelayanan publik.
d. 

e. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian survei kepuasan yang masih rendah.

Sehubungan		dengan	hal	tersebut,	dalamrangka peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Kemangkon pada tahun – tahun berikutnya	maka	diperlukan	solusi / upaya	–		upaya
perbaikan sebagai berikut :
a. mengoptimalkan penyenggaraan Forum Konsultasi Publik untuk bisa menyosialisasikan Standar Pelayanan Publik Kecamatan, serta memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan atas kendala – kendala penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal pada tahun – tahun sebelumnya;
b. mengusulkan penambahan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas Ruang Pelayanan dan sarana prasaran pelayanan, apabila belum memungkinkan penambahan anggaran maka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
c. mengupayakan peningkatan kapasitas SDM aparatur pelaksana layanan;
d. konsistensi pelaksanaan evalusi kinerja pelayanan secara berkala dan optimalisasi tindak lanjut hasil evaluasi;
e. mengintensifkan koordinasi dengan OPD Teknis Pembina pelayanan publik untuk mendapatkan pendampingan atau pembinaan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik.

2. Faktor pendukung
Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Kepuasan Masyarakat antara lain:
a. Komitmen pimpinan dan aparatur kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
b. Penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur.
c. Koordinasi yang baik antara kecamatan dengan desa/kelurahan serta instansi terkait
Program yang mendukung pencapaian tujuan strategis kecamatan ”Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan ” yaitu :
1. Program    Penyelenggaraan    Pemerintahan    dan Pelayanan Publik
2. Program	Pemberdayaan	Masyarakat	Desa	dan 
Kelurahan
3. Program	Koordinasi	Ketentraman
dan	Ketertiban Umum
4. Program	Penyelenggaraan	Urusan	Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa


Adapun beberapa upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:
1. Semua pegawai sudah mengisi Aplikasi Pengukuran Kinerja (e-Kinerja) dan semua kinerja bawahan sudah diverifikasi atasan. 
2. Penyusunan Pohon Kinerja sudah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja, sudah terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja.
3. lndikator Kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada Rencana Kerja yang telah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN  

Analisis keberhasilan,
Target SAKIP tercapai karena dokumen yang diperlukan hampir semua tercukupi, rutin dilaksanakan monitoring rencana aksi sehingga ada evaluasi untuk kegiatan yang belum dilaksanakan dan kendala kendala apa saja yang terjadi untuk dicari jalan penyelesaiannya.
Kendala/Hambatan
1. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar
2. Masih lemahnya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi ASN yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;
3. Masih belum tersosialisasikannya ke seluruh ASN tentang kebijakan di bidang akuntabilitas Kinerja;
4. Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan instansi pemerintah serta;
5. Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional dan sistem penganggaran.
6. Jaringan internet lemot (sinyal lemah)



Solusi yang dilaksanakan
1. Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada ASN yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;
2. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja ASN serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;
3. Meningkatkan pemahaman Implementasi SAKIP kepada seluruh ASN di Lingkungan Kecamatan Kemangkon;
4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo untuk menambah Kapasitas Internet

Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan SAKIP
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
i. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
iv. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
v. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
vi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Hasil evaluasi pada sasaran strategis ”Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan” dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2025 adalah 66,86 atau dari target yang ditetapkan yaitu 66,86. Sehingga Capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut :




Tabel 3.16
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran 
Meningkatnya Kualitas SAKIP Kecamatan
Tahun 2025

	Indikator Kinerja
	Satuan
	Reali
sasi 2022
	Reali
sasi 2023
	Reali
sasi 2024
	Target 2025
	Reali
sasi 2025
	Capaian %
	Target Akhir

	Nilai SAKIP Kecamatan
	Nilai
	57,16
	62,61
	65,21
	66,86
	66,86
	100
	69



Nilai SAKIP targetnya mengalami perubahan karena target yang ada sudah tercapai sehingga perlu diadakan perubahan perjanjian kinerja, hal ini dikarenakan administrasi yang semakin meningkat, serta peran serta semua pihak ikut mendukung dalam pencapaian target sakip.
Adapun hambatan dalam pencapaian nilai sakip yaitu masih menganggap bahwa adminstrasi sakip merupakan tugas Kasubag Perencanaan dan Keuangan padahal seharusnya semua ikut berperan dalam rangka meningkatkan kinerja.
Solusi untuk mengatasi hal ini yaitu dengan mengadakan staff meeting secara berkala agar supaya masing-masing Kasi dan Kasubag memahami akan pentingnya administrasi, sehingga semua kegiatan yang ada bisa berjalan dan teradministrasi dengan baik
Faktor pendukung peningkatan nilai SAKIP yaitu dengan adanya aplikasi yang semakin tahun semakin bertambah sehingga mempermudah dalam mengerjakan administrasi, kemampuan pelaksana dalam mengerjakan buku-buku administrasi

A. Realisasi Anggaran 
Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Kecamatan Kemangkon Tahun 2025
	NO.
	
PROGRAM/KEGIATAN/
SUB KEGIATAN
	
PAGU
(Rp)
	
REALISASI
(Rp)
	
PERSENTASE
(%)


	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
BELANJA DAERAH

	1.485.275.000
	1.409.753.397
	94,92

	1.
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	1.378.216.000
	1.302.767.397
	94,53

	
	 
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah
	6.358.000
	6.358.000
	100

	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	3.118.000
	3.118.000
	100

	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	3.240.000
	3.240.000
	100

	
	 
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.127.999.000
	1.056.367.693
	93,65

	
	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	1.107.019.000
	1.035.497.693
	93,54

	
	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	6.580.000
	6.580.000
	100

	
	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	14.400.000
	14.290.000
	99,24

	
	
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1.150.000
	1.150.000
	100

	
	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
	1.150.000
	1.150.000
	100

	
	 
	 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat  Daerah 
	20.735.000
	20.735.000
	100

	
	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.600.000
	1.600.000
	100

	
	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	6.665.000
	6.665.000
	100

	
	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	1.020.000
	1.020.000
	100

	
	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	9.900.000
	9.900.000
	100

	
	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	1.550.000
	1.550.000
	100

	
	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	25.000.000
	24.900.000
	99,60

	
	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	25.000.000
	24.900.000
	99,60

	
	 
	 Penyediaan  Jasa Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah 
	93.158.000
	89.453.104
	96,02

	
	
	Penyediaan jasa surat menyurat

	50.000
	50.000
	100

	
	
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
	29.712.000
	29.607.104
	99,65

	
	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	600.000
	600.000
	100

	
	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	62.796.000
	59.196.000
	94,27

	
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	103.816.000
	103.803.600
	99,99

	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. Dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan
	85.816.000
	85.803.600
	99,99

	
	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3.000.000
	3.000.000
	100

	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	15.000.000
	15.000.000
	100

	
2
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
	25.040.000
	25.040.000
	100

	
	 
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	24.210.000
	24.210.000
	100

	
	
	 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
	24.210.000
	24.210.000
	100

	
	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
	830.000
	830.000
	100

	
	 
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	830.000
	830.000
	100

	3
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
	29.701.000
	29.628.000
	99,75

	
	 
	Koordinasi  Kegiatan Pemberdayaan Desa
	29.701.000
	29.628.000
	99,75

	
	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
	12.094.000
	12.094.000
	100

	
	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	17.607.000
	17.534.000
	99,59

	4
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	32.000.000
	32.000.000
	100

	
	 
	Koordinasi  Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban  Umum
	32.000.000
	32.000.000
	100

	
	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	22.200.000
	22.200.000
	100

	
	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	9.800.000
	9.800.000
	100

	
5
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
	13.211.000
	13.211.000
	100

	
	 
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan kepala Daerah
	13.211.000
	13.211.000
	100

	
	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
	13.211.000
	13.211.000
	100

	6
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	7.107.000
	7.107.000
	100

	
	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	7.107.000
	7.107.000
	100

	
	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
	7.107.000
	7.107.000
	100

	
	 
	JUMLAH
	1.485.275.000
	1.409.753.397
	94,92





A. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
Tabel 3.18
	INDIKATOR KINERJA
	CAPAIAN KINERJA
	REALISASI ANGGARAN
	CAPAIAN ANGGARAN
	KETERANGAN

	1
	2
	3
	4
	5

	TUJUAN 
	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
	

	Indeks Kepuasan Masyarakat
	94,28%

	106.986.000
	99,93 %
	Tidak Efisien

		SASARAN 1
	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN
	

	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon
	69,87
	1.302.767.397
	94,52 %
	Tidak Efisien

	SASARAN 2
	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN
	

		Nilai SAKIP Kecamatan
	100
	1.302.767.397
	94,52 %
	0,07




1. Analisis atas efektifitas penggunaan anggaran

Tabel 3.19
	Indikator Kinerja
	Target
	Realisasi
	Capaian
%
	Anggaran
	Realisasi
	%
	Tingkat Efisiensi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	TUJUAN 1 	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

	Indeks Pelayanan Publik
	98,8
	93,15
	94,28
	107.059.000
	106.986.000
	99,93 %
	0,07%

	SASARAN 1 	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KEMANGKON

	Indeks Pelayanan Publik
	3,22
	2,25
	69,87
	107.059.000
	106.986.000
	99,93 %
	Tidak Efisien

	SASARAN 1 	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN KEMANGKON

	Nilai SAKIP Kecamatan
	66,86
	66,86
	100%
	1.378.216.000
	1.302.767.397
	94,52
	0,07%


Analisis atas efektifitas penggunaan sumber daya

Dari tabel analisis efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Kemangkon dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata – rata persentase penggunaan anggaran sebesar 97,22 % sedangkan rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar “ 84,93 %” atau dengan kategori ”Tinggi”. Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 0,07 %.
Hasil analisis persentase rata – rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :
0. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 0,07 %. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kemangkon dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :
· Dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis/pelatihan
· Mengadakan staff meeting secara rutin
· Mengadakan evaluasi/monitoring tiap akhir triwulan

0. Meningkatnya Pelayanan publik di Kecamatan Kemangkon
Capaian kinerja tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 0,07%, sehingga pencapaian atas tujuan 2 atas IKU Kecamatan Kemangkon dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat dicapai karena Pemerintah Kecamatan Kemangkon berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di Kecamatan Kemangkon.

0. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kemangkon
Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan, dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 0,07 %, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena :
0.  Nilai hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kecamatan Kemangkon tahun 2025 adalah 66,86 dengan kategori BAIK dan mengalami peningkatan bila dibandingkan nilai SAKIP pada tahun 2024.
0. Implementasi SAKIP yang baik memberikan dampak yang positif atas capaian kinerja instansi pemerintah serta dapat memberikan dampak pada efisiensi dan efektifitas yang dimiliki.
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BAB IV
PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 
Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga  Tahun  2025  ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2025 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian  Kinerja  Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :
· Tujuan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja sebesar 94,28% (kategori sangat tinggi);
· Sasaran Meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Kemangkon terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indek Pelayanan Publik Kecamatan Kemangkon dengan capaian kinerja sebesar 69,87% (kategori sedang);
· Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemangkon terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Kecamatan dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori sangat tinggi);
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 Tujuan dan 2 Sasaran, secara umum telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
Dalam Tahun Anggaran 2025, untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dalam rangka target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.485.275.000,00, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.409.753.397,00. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 94,92% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 0,07%.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang
Strategi untuk peningkatan kinerja kecamatan Kemangkon dimasa yang akan datang, antara lain terus meningkatkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Kemangkon berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan dimana diharapkan semua penerima layanan akan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di Kecamatan.  Selain  itu,  kecepatan dan ketepatan pelayanan pun akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan Komunikasi kepada Pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Kemangkon juga akan terus dilakukan,  memperbaiki Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai SAKIP Kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik, Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Kinerja Internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jabatan secara berkala, mengoptimalisasi Peran Tim Penerapan SAKIP internal Kecamatan Kemangkon dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja Kecamatan Kemangkon.
[bookmark: _heading=h.tyjcwt]
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon Kemangkon Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Kemangkon.
Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Kecamatan Kemangkon ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kemangkon, 27 Februari 2026
CAMAT KEMANGKON





DEDHY KURNIAWAN KI, S.STP, M.Si
NIP. 19780712 199803 1 002
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